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RINGKASAN 

Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; Lailatul Izza, 

150903101044; 2018; 102 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember . 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 12 

Februari 2018 sampai dengan 09 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor Pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

 Penulis mempelajari dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor Pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Pajak Penghasilan 

Pasal 22  merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh 

Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, 

pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non 

APBN/APBD, dan penjualan barang tergolong sangat mewah 

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jember, diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 

22, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada Prosedur Pemungutan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pengadaan 

Alat Tulis Kantor melakukan kerjasama dengan CV. Mitra Jaya Abadi.  

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak yang ada di Indonesia, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem 

pemungutan pajak with holding system  yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, dimana 

pihak rekanan memberikan wewenang pada BPBD Jember bagian unit keuangan 

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Dalam hal ini Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berhak untuk melakukan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22  atas 

pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor. Besarnya tarif pajak penghasilan 

pasal 22 sebesar 1,5% untuk pembelian Alat Tulis Kantor. 

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur 

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas Pengadaan barang Pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dipungut oleh 

Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut pajak 

penghasilan pasal 22 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan. Atas pengadaan barang dan lain-lain dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 154/PMK.03/2010 

tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran 

atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 

bidang lain. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakutas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Dalam  suatu Negara dibutuhkan usaha untuk mewujudkan kemandirian 

untuk  pembiayaan dan pembangunan nasional dimana salah satu sumber dana 

tersebut berasal dari pajak, termasuk Negara Indonesia setiap warga negaranya 

yang memenuhi syarat secara hukum pajak materil  wajib untuk membayar pajak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan penerimaan 

Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di 

bidang perpajakan. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban 

untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan dari sektor 

pajak, sehingga dapat mewujudkan kelangsungan  dan peningkatan pembangunan 

nasional. 

Pajak memiliki banyak definisi menurut para ahli. Menurut Sumarsan 

(2017:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tegas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut 

Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ilyas dan Suhartono (2012:1) 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak digunakan pemerintah untuk memfasilitasi Negara yang 

nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh rakyat, maka membayar pajak bisa 
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dikatakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban rakyat terhadap Negara. 

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan  berada pada anggota masyarakat itu 

sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem 

pemungutan pajak yakni Self Assesment System. Terdapat 3 (tiga) sistem pemutan 

pajak yaitu Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, Official Assesment 

System suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dan Withholding System 

suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (Withholder) untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu 

terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. 

(Pohan, 33:2014). 

 Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara contohnya: 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang 

Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten atau kota. pajak provinsi terdiri dari  Pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta 

pajak rokok.  Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan 

logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengelolahan bahan galian golongan C 

dan Pajak Parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). 

Salah satu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan 

yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima 
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dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula atas penghasilan dalam bagian tahun 

pajak. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa objek 

Pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan 4 ayat 

(2). Salah satu pajak yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan barang. 

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lainya berkenaan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tetentu baik badan 

pemerintah maupun swasta, berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang 

lain. Setiap pembelian barang oleh bendaharawan negara pasti akan dikenakan 

Pajak Penghasilan Pasal 22, termasuk yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan pengadaan 

barang. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-

departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik 

provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang 

ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan 

koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) ditingkat provinsi dan 

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten/kota yang 

salah satunya terdapat pada kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2012.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember untuk 

menunjang pelaksanaan kerja, maka diperlukan adanya alat-alat kantor  yang 

digunakan untuk aktivitas para pegawai. Pengadaan alat tulis kantor dipilih karena 

merupakan salah satu pendukung kelancaran aktivitas pada BPBD Jember. 

Pengadaan alat tulis kantor ini sangat berperan penting dalam kebutuhan operasi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
 

kerja pegawai. Tanpa adanya Pengadaan alat tulis kantor pada BPBD Jember 

kegiatan operasional tidak akan optimal, tentunya saat pengadaan alat-alat kantor 

tersebut bendahara BPBD berkewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran barang berupa alat tulis kantor tersebut, 

sebagaimana dimaksud didalam pasal 22 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 

tentang pajak penghasilan.  

Prosedur pemungutan dilakukan atas pelunasan pajak yang dikenakan pada 

setiap transaksi pengadaan barang berupa alat tulis kantor yang dibayarkan oleh 

bendaharawan BPBD Jember, sedangkan penyetoran Pajak penghasilan pasal 22 

oleh bendaharawan BPBD Jember dilakukan dengan cara menyerahkan kode 

Billing yang diperoleh dari kegiatan mengisi surat setoran elektronik dari laman 

DJP Online untuk selanjutnya diserahkan pada kantor pos. Kegiatan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 

dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri bukti penerimaan negara 

atas pengadaan barang berupa alat tulis kantor tersebut kepada KPP Pratama 

Jember.  

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “Prosedur 

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kaupaten Jember” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam laporan praktek 

kerja nyata ini adalah; “Bagaimana Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas 

Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk 

Mengetahui Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Memperoleh pengalaman untuk menambah pengetahuan tentang 

administrasi perpajakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. 

2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang PPh Pasal 22. 

b. Bagi Universitas Jember  

1) Sebagai referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata 

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi 

dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan 

antara universitas dan instansi terkait. 

c. Bagi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jember 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dan universitas 

jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat 

organisasi. 

2) Diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait prosedur 

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sesehingga dapat digunakan untuk 

perbaikan kedepan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak  

Definisi pajak berdasarkan UU No 28 tahun 2007 pasal 1 KUP adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

brsifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 Menurut Resmi (2016:2) Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, Pajak 

dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

a. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 

investment. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran. 

b. Fungsi mengatur (cregulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 
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2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak  

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan 

menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut golongan  

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Langsung, Jenis Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-

pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga 

jual barang atau jasa). 

b. Menurut Sifat 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib 

pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyak 
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anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena 

pajak. 

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi 

Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Banguna  (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungut  

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM. 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/kota), dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak 

Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. 

a) Pajak provinsi terdiri dari  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Permukaan 

Air, dan Pajak rokok.  

b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral 

bukan logam. 
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2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Tata cara pemungutan Pajak dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut 

(Mardiasmo, 2016:8): 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni stelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 

pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihan dapat diminta kembali. 
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b. Asas Pemungutan Pajak  

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

1) Official assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada diskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

2) Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3) Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib Pajak. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak. 

a. Tarif Sebanding  

Persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga 

besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai 

pajak. 

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan 

dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

c. Tarif Progresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contoh: Pasal 17 undang-undang Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri. 

Tabel 2.1 Lapisan Tarif Pajak 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s,d Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Sumber: UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) 
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2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Dasar Hukum  

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia 

adalah UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 

Tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

 

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan  

Menurut Resmi (2016:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak.  

 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 2 UU No 38 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1)  Orang Pribadi; 

2) Warisan; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk Usaha Tetap. 

 

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan  

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 3 

UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah: 

a. Badan perwakilan negara asing. 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta  

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal bailk; 
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c. Organisasi-organisasi  internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan, dengan syarat. 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan menteri Keuangan. 

 

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 UU No 38 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk. 

a.  Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan  atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 
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4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

peraturam Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
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r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (3)  UU 

No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yang tidak termasuk sebagai objek 

pajak adalah: 

a. 1)  Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

penerima zakat yang berhak; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

b. Warisan. 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah. 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa. 

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada penyertaan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan 

syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
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memberikan dividen paling rendah 25% dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor; 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai. 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. 

1) Merupakan perusaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan peraturan 

menteri keuangan; dan  

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di indonesia. 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut berdasarkan peraturan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidan penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. dan 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan 

sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 

2.3.1 Pengertian PPh Pasal 22  

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 22 

adalah Pajak penghasilan yang dipungut oleh : 

a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, intansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 

negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 

termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat 

lain yang menjalankan fungsi yang sama; 

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerinta maupun swasta, berkenaan dengan 

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain, seperti kegiatan 

usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen;dan 

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan 

barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib Pajak 

badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi 

kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari 

jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, 

apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.  

 

2.3.2 Pemungut Pajak  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/010/2016 

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah: 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas kegiatan impor dan 

ekspor; 

b. Bendaharawan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak 

pada Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah, intansi atau lemabaga-lembaga 

negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan dengan pembayaran atas 

pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

d. Kuasa pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat Penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 
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berkenaan dengan Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); 

e. Badan usaha tertentu meliputi : 

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturiasi tersebut 

dilakukan setelah pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha 

Milik Negara Lainnya ; dan 

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha 

Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia 

Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk 

Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT 

Pembangkit Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa 

Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, 

PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT terminal 

Petikemas Surabaya, PT Indonesia Commets Plus, PT syariah Mandiri, PT 

Bank BRISyariah, dan PT BNI Syariah, 

Berkenaan dengan pembayaran ats pembelian barang dan/atau bahan-

bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; 

f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan 

hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATMP), Agen Pemegang saham (APM), 

dan importir umun kendaraan bermontor atas penjualan kendaraan motor di 

dalam negeri; 

h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas 

atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan pelumas; 

i. Badan Usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pemebelian bahan-

bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan 
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perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan 

industrinya atau ekspornya; 

j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang 

batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang 

pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas 

tambang; 

k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang 

memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penuajalan emas 

batangan di dalam negeri; 

 

2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22  

 Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh pasal 22 adalah suatu 

kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang ekspor barang tertentu, 

penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut 

kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 menurut Resmi (2016:285): 

a. Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan 

mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan 

oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaan 

pertambangan dan kontrak karya. 

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah 

dan kuasa penggunaan anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, intansi atau lembaga pemerintah, dan 

lembaga-lembaga negara lainnya. 

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 

persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran. 

d. Pembayaran atas pembeliaan barang yang dilakukan kepada pihak ketiga yang 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh kuasa pengguna 

anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi 

delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) 

e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan 

kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi: 
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1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnyan dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan 

negara yang dipisahkan; 

2) Badan  Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah 

setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya; 

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik 

Negara meliputi PT Pupuk sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT 

Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT 

Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa-Bali, 

PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau 

Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya karya Beton Tbk, PT Kimia 

Farma Apotek, PT kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural 

Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT 

Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah,  

PT Bank BNI Syariah atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya. 

f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usah 

yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri 

kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. 

g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, ATM, dan importir 

umum kendaraan bermotor Agen Tunggal Pemegang Merek (ATMP), Agen 

Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor. 

h. Penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri oleh produsen 

atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 

i. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri 

atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan. 

j. Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan 

logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh 

industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang 
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batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang 

pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 

k. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan 

l. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh wajib pajak badan yang 

melakukan penjualan barang yang tergolong mewah. 

 

2.3.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22  

Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 

menurut Sari (2014:93): 

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. 

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak 

Pertambahan Nilai, meliputi: 

1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri 

keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea 

masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional 

beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia; 

3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 

kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 

4) Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu penelitian; 

6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya; 

7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

8) Barang pindahan; 
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9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 

barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan kepabean; 

10) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

ditujukan untuk kepentingan umum; 

11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 

yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanaan dan keamanan negara; 

12) Vaksin polio dalm rangka pelaksanaan program pekan imunisasi Nasional 

(PIN); 

13) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, 

dan buku-buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 

14) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan 

penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal 

tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat 

keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh  Perusahaan 

Pelarayaran Niaga Nasional atau Perusahaan  Penagkapan Ikan Nasional, 

Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan 

Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 

15) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang 

diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, 

suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat 

udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan 

Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa 

perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara 

Niaga Nasional; 

16) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 

pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta 

Api Indonesia (persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak 

yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (persero), yang digunakan 

untuk pembuatan kereta api, suku cadang peralatan untuk perbaikan atau 
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pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api 

Indonesia (persero); 

17) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementrian 

pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah 

Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan 

nasional, yang diimpor oleh Kementrian Pertahanan, TNI atau pihak lain 

yang ditunjuk oleh Kementrian Pertahanan atau TNI; dan/atau 

18) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya 

dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 

19) Barang untuk kegiatan panas bumi. 

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk 

diekspor kembali. 

d. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor 

kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang 

yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian 

yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud  

dalam pasal 1 huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan: 

1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d yang jumlahnya paling 

banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan merupakan pembayaran yang 

terpecah-pecah. 

2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang 

terpecah-pecah. 

3) Pembayaran untuk: 

a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas benda-benda 

pos. 

b) Pemakaian air dan listrik 
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f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari 

emas untuk tujuan ekspor . 

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

 

2.3.5    Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22 

Tarif dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22 

 
No. 

(a) 

Jenis kegiatan 

(b) 

Tarif 

(c) 

Dasar pengenaan 

(d) 

Perhitungan 

(e) 

1. Impor: 
a. Barang tertentu dalam 

(Lampiran I PMK 

No.16 Tahun 2016) 

b. Barang-barang tertentu 
lainnya dalam 

(Lampiran II PMK 

No.16 Tahun 2016) 
c. Selain a dan b yang 

menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API) 
d. Kecuali atas impor 

kedelai, gandum dan 

tepung terigu 

e. Selain a dan b tidak 
menggunakan API  

f. Barang yang tidak 

dikuasai  

 
10% 

 

 

7,5% 
 

 

 
2,5% 

 

 
0,5% 

 

 

7,5% 
 

7,5% 

 
Nilai Impor 

 

 

Nilai Impor 
 

 

 
Nilai Impor 

 

 
Nilai Impor 

 

 

Nilai Impor 
 

Harga Jual Lelang 

 
10% x Nilai Impor 

 

 

7,5% x Nilai Impor 
 

 

 
2,5% x Nilai Impor 

 

 
0,5% x Nilai Impor  

 

 

7,5% x Nilai Impor 
 

7,5% x harga lelang 

2.  Ekspor komoditas tambang 

batubara, mineral logam, 

dan mineral bukan logam 

kecuali yang dilakukan oleh 
wajib pajak yang terikat 

dalam perjanjian kerjasama  

pengusahaan pertambangan 
dan kontrak karya 

1,5% Nilai Ekspor 1,5% x Nilai 

Ekspor 

3. Pembelian barang oleh 

Bendahara Pemerintah dan 

KPA 

1,5% Harga pembelian 

tidak termasuk 

PPN 

1,5% x Harga Beli 
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(a) 

 

(b) (c) (d) (e) 

4. Pembelian barang yang 
dilakukan dengan 

mekanisme uang 

persediaan  

1,5% Harga pembelian 
tidak termasuk 

PPN 

1,5% x Harga Beli 

5. Pembelian barang kepada 
pihak ketiga yang 

dilakukan dengan 

pembayaran langsung (LS) 
oleh KPA atau pejabat 

penerbit SMP  

1,5% Harga pembelian 
tidak termasuk 

PPN 

1,5% x Harga Beli 

6. a. Penjualan oleh produsen 

atau importir  
a) Penjualan bahan 

bakar pada SPBU 

Pertamina 
b) Penjualan bahan 

bakar pada SPBU 

bukan pertamina 

c) Penjualan bahan 
bakar selain huruf a 

dan b  

3) Penjual bahan bakar gas 
 

4) Penjualan pelumas   

 

 
0,25% 

 

 
0,3% 

 

 

0,3% 
 

 

0,3% 
 

0,3% 

 

 
Penjualan tidak 

termasuk PPN 

 
Penjualan tidak 

termasuk PPN 

 

Penjualan tidak 
termasuk PPN 

 

Penjualan tidak 
termasuk PPN 

Penjualan tidak 

termasuk PPN 

 

 
0,25% x Harga Jual 

 

 
0,3% x Harga Jual 

 

 

0,3% x Harga Jual 
 

 

0,3% x Harga Jual 
 

0,3% x Harga Jual 

 

7. Penjualan hasil prodeuksi 
kepada distributor dalam 

negeri: 

a. Penjualan semua jenis 
semen 

b. Penjualan kertas 

 
c. Penjualan baja 

 

d. Penjualan semua jenis 

kendaraan beroda dua 
atau lebih besar 

e. Penjualan semua jenis 

obat 

 
 

 

0,25% 
 

0,1% 

 
0,3% 

 

0,45% 

 
 

0,3% 

 
 

 

Dasar Pengenaan 
PPN 

Dasar Pengenaan 

PPN 
Dasar Pengenaan 

PPN 

Dasar Pengenaan 

PPN 
 

Dasar Pengenaan 

PPN 

 
 

 

0,25% x DPP PPN 
 

0,1% x DPP PPN 

 
0,3% x DPP PPN 

 

0,45% x DPP PPN 

 
 

0,3% x DPP PPN 

8. Penjualan motor dalam 

negeri oleh ATMP, APM, 

dan importir umum  

0,45% Dasar Pengenaan 

PPN 

0,45% x DPP PPN 

9. Pembelian bahan-bahan 
berupa hasil kehutanan, 

perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan 
yang belum melalui proses 

industri atau eksportir   

0,25% Harga pembelian 
tidak termasuk 

PPN 

0,25% x Harga Beli 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

 

10. Pembelian batubara, 
mineral logam, dan mineral 

bukan logam dari badan 

atau orang pribadi 

pemegang izin usaha 
pertambangan oleh industri 

atau badan usaha 

1,5% Harga pembelian 
tidak termasuk 

PPN 

1,5% x Harga Beli 

11. 
 

Penjualan emas batangan 
oleh badan usaha melalui 

pihak ketiga  

0,45% Harga penjualan  0,45% x Harga Jual 

 Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/010/2016 

 

Keterangan : 

a. Nilai Impor  berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu 

Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan Pungutan 

lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

kepabeanan di bidang impor. 

Nilai ekspor sebagaimana yang tercantum pada dalam pemberitahuan ekspor 

barang adalah nilai Free on Board. 

b. Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor 

Pokok wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 

diterapkan terhadapa wajib Pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Waji  

Pajak. 

Ketentuan tersebut berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 

bersifat tidak final. 

c. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan 

berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang 

belum melalui  proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu yang 

merupakan industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan adalah sesuai ketentuan. 

d. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN): dapat berupa harga 

pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang 

menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. 
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Besarnya DPP PPN ditentukan sebagi berikut. 

1) Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN 

sama dengan harga pembelian/penjualan 

2) Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110. 

 

 

3) Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, besarnya DPP PPN sama dengan 

harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM. 

 

 

Jika tarif PPnBM sebesar 20% 

 

 

 

 

 

2.3.6 Menghitung PPH Pasal 22  

Menurut Resmi (2016:291) PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan 

tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalan PPh pasal 22 

meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh 

instansu tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

DPP PPN = ( 100 : 110 ) x harga pembelian/penjualan 

 

DPP PPN = {100 : ( 110 + tarif PPnBM } x harga pembelian/penjualan 

DPP PPN = {100 : (110 + 20 0)} x harga pembelian/penjualan 

 

DPP PPN  = (100 : 130 ) x harga pembelian/penjualan 

 

PPh Pasal 22 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 
 

2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22  

Menurut Sumarsan (2017:291) saat terutangnya PPH Pasal 22 adalah : 

 

Tabel 2.3 Saat Terutangnya PPH Pasal 22 

 
Jenis Pajak 

(a) 

Saat Terutang/Pelunasan 

(b) 

Sifat 

(c) 

Atas impor barang  Bersamaan dengan saat 

pembayaran Bea Masuk 

Dalam hal pembayaran Bea Masuk 

atau dibebaskan,maka 
PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi 

pada saat penyelesaian dokumen 

Pemberitahuan impor barang (PIB). 

Tidak final, 

sebagai kredit 

pajak. 

Atas pembelian barang dari 
Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Bendahara 

Pemerintah baik ditingkat 
Pusat maupun di tingkat 

Daerah 

 

Pada saat pembayaran Tidak final, 
sebagai kredit 

pajak. 

Atas pembelian barang dari 
Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik 

Daerah, yang melakukan 
pembelian barang dengan 

dana yang bersumber dan 

belanja negara (APBN) dan 

atau belanja daerah (APBD) 

Pada saat pembayaran  Tidak final, 
sebagai kredit 

pajak. 

Atas pembelian barang dari 

Bank Indonesia (BI), PT. 

Perusahaan Pengelola Aset 
(PPA), Perum Badan Urusan 

Logistik (BULOG), 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Telkom), PT. 
Perusahaan Listrik Negara 

(PLN), PT. Garuda 

Indonesia, PT. Krakatau 
Steel, PT. Pertamina, dan 

bank-bank BUMN. 

Pada saat pembayaran Tidak final, 

sebagai kredit 

pajak. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Atas penjualan hasil produksi 
dari badan usaha yang 

bergerak dalam bidang usaha 

industri semen, industri 

kertas, industri baja, dan 
industri otomotif 

Pada saat penjualan Kertas, tidak 
final semen, 

tidak final baja. 

Tidak final 

otomotidf, tidak 
final. 

Atas penjulan hasil produksi  

Produsen atau importir bahan 
bakar minyak, gas, dan 

pelumas atas penjualan  

Bahan bakar minyak, gas, 

dan pelumas 

Saat penerbitan Surat Perintah 

Pengeluaran Barang (Delivery 
order) 

Kepada 

penyalur/ agen, 
bersifat final. 

Selain penyalur/ 

agen bersifat 

tidak final.  

Sumber: Sumarsan (2017:291) 

 

2.3.8 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 

Menurut Resmi (2016:290) tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 

22 dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 

 
No. 

(a) 

Pemungutan 

(b) 

Penyetoran 

(c) 

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor 

barang 

Dilaksanakan dengan cara penyetoran 

oleh importir yang bersangkutan atau 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke 
kas negara melalui Kantor Pos, bank 

Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 

Menteri keuangan. Penyetoran pajak 

menggunakan surat setoran pajak yang 
berlaku sebagai bukti pemungutan pajak  

2. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh 

pemungut Pajak Bendahara 
Pemerintah, Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA), Bendahara 

Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat 

Perintah Membayar atas delegasi 
KPA 

Wajib disetor oleh pemungut ke Kas 

Negara melalui Kantor Pos, bank 
Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan menggunakan surat 

setoran pajak yang telah diisi atas nama 

rekanan serta ditandatangani oleh 
Pemungut Pajak. Surat Setoran Pajak 

berlaku sebagai bukti pemungutan pajak 
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(a) (b) (c) 

 

3. Pemungutan PPh pasal 22 oleh 
pemungantan pajak: 

a. Badan Usaha Milik Negara tertentu 

(PT Pertamina, PT PLN, dan lain-

lain) dan bank-bank BUMN; 
b. Badan usaha yang bergerak dalam 

industri semen, kertas, otomotif, baja 

dan farmasi; 
c. Agen tunggal pemegang merek 

(APM), dan importir umum 

kendaraan bermotor; 
d. Produsen atau importir bahan bakar 

minyak, bahan bakar gas dan 

pelumas; 

e. Industri dan eksportiryang bergerak 
di sektor perkebunan, pertanian, 

perternakan dan perikanan; 

Wajib disetor oleh pemungut ke kas 
Negara melalui kantor pos, bank devisa, 

atau bank yang ditunjuk oleh menteri 

keuangan menggunakan surat setoran 

pajak. 
Pemungut pajak wajib menerbitkan 

bukti pemungutan pajak rangkap tiga 

(lembar pertama untuk wajib pajak, 
lembar kedua untuk KPP sebagai 

lampiran SPT, lembar ketiga sebagai 

arsip pemungut yang bersangkutan) 

Sumber: Resmi (2016:290) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Danau 

Toba No.16, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas 

nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 12 Februari 2018 

sampai dengan 09 April 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Hari efektif  Praktek Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 

Jum’at 

Sabtu dan Minggu 

07.30 – 16.00 WIB 

07.30 – 15.30 WIB 

Libur 

12.00 – 13.00 WIB 

11.30 – 12.30 WIB 

Libur 

 

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelakasanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan 

Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaupaten Jember”. 

Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada 

beberap seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya: Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata 

 
Waktu 

Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

 

(b) 

Penanggung 

Jawab 

(c) 

Hasil 

 

(d) 

Senin, 
12/02/2018 

 

a. Diterima di Badan 
Penanggulangan Bencana 

oleh bagian sub bagian 

umum 

b.  
c.  

d.  

e. Penempatan di Bidang satu 

(Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan) 

a. Ibu Ir 
Wulandari 

selaku 

pelaksana 

Sub Bagian 
Umum 

b.  

c. Bpk. Rizal 
Selaku 

Bidang satu 

Mulai magang di 
BPBD Jember 

Selasa, 
13/02/2018 

 

Membuat Surat Laporan 
Kejadian Bencana 

Bpk. Misrali Dapat mengetahui cara 
membuat surat laporan 

Rabu, 
14/02/2018 

 

Membuat Surat Laporan 
Kejadian Bencana 

 

Bpk. Misrali 
 

 

Dapat mengetahui cara 
membuat surat laporan 

Kamis, 

15/02/2018 
 

Pendataan di Dusun Rayap Bpk. Nanuk  Dapat mengetahui cara 

pendataan di KRB 

Senin, 

19/02/2018 

 

Membuat Surat Laporan 

Kejadian Bencana 

Bpk. Gandu Dapat mengetahui cara 

membuat surat laporan 

Selasa, 

20/02/2018 

SPPD & membuat SK 

kegiatan Destana 

Bpk. Nanuk Mengetahui cara 

membuat  SPPD & 

membuat SK kegiatan 
Destana 

Rabu, 

21/02/2018 

Pencarian dan Pencocokan 

Data untuk Data Aset 

Ibu Silvi Dapat mengetahui 

Pencarian dan 

Pencocokan Data 
untuk Data Aset 

Kamis, 

22/02/2018 

 

Membuat laporan hasil 

Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah 

Ibu Silvi Dapat mengetahui cara 

membuat Membuat 

laporan hasil 
Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah 
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(a) (b) (c) (d) 

Jumat, 

23/02/2018 

 

Input data Penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 

Desa Suci Dusun Glenseran 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 

penduduk KRB 

Senin, 

26/02/2018 

 

Membuat Laporan Mitigasi 

Konprensif 

Bpk.Rahman Dapat mengetahui cara 

membuat laporan 

Mitigasi konprensif 

Selasa, 
27/02/ 2018 

a. Membuat Laporan 
Mitigasi Konprensif 

 

 
b. Berdiskusi PPh 22 atas 

pengadaan barang 

 
 

Bpk.Rahman 
 

 

 
Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 
membuat laporan 

Mitigasi konprensif 

 
Dapat mengetahui 

perihal pengadaan 

barang di BPBD 
Jember 

Rabu,  

28/02/2018 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 

Jambesari 
Sumberbaru 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 

penduduk KRB 

Kamis, 

01/03/2018 

 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 

Calok  
Arjasa 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 

penduduk KRB 

Jumat, 

02/03/2018 
 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di  
Desa Rayap Kec. Arjasa 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 
penduduk KRB 

Senin, 

05/03/2018 

 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 

Desa Sucopangepok Kec. 

Jelbuk 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 

penduduk KRB 

Selasa, 

06/03/2018 
 

a. Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana 
di Desa Mojan Kec. 

Bintoro 

 
b. Berdiskusi mengenai 

pemungutan PPh Pasal 22 

Bpk. Nanuk  

 
 

 

 
Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 

membuat data 
penduduk KRB 

 

 
Dapat mengetahui 

pemungutan PPh Pasal 

22 

Rabu, 
07/03/2018 

 

Input data penduduk 
Kawasan Rawan Bencana di 

Desa jambesari Kec. 

Sumberbaru 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 
membuat data 

penduduk KRB 

Kamis, 

08/03/2018 

 

Membuat Surat Tugas Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat Surat Tugas 

 
 

 
 

 
 

 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

(a) (b) (c) (d) 

Jumat, 

09/03/2018 
 

Membuat Surat Perjalanan 

Dinas 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

Membuat Surat 
Perjalanan Dinas 

Senin, 
12/03/2018 

Membuat Jadwal Kegiatan 
HKBN 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 
membuat Jadwal 

Kegiatan HKBN 

Selasa, 

13/03/ 2018 
 

a. Pendataan Wilayah 

Rawan Bencana 
 

 

b. Berdiskusi mengenai 
perhitungan PPh Pasal 22 

 

Bpk. Nanuk  

 
 

 

Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 

pendataan wilayah 
rawan bencana 

 

Dapat mengetahui 
bagaimana proses 

perhitungan PPh Pasal 

22 

Rabu, 
14/03/2018 

Membuat Skenario Gempa 
Bumi Dalam Rangka HKBN 

Bpk. Nanuk  Dapat mengetahui cara 
membuat Skenario 

Gempa Bumi Dalam 

Rangka HKBN 

Kamis, 
15/03/2018 

Membuat Laporan Perjalanan 
Dinas 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 
membuat Laporan 

Perjalanan Dinas 

Jumat, 

16/03/2018 

Membuat Surat Tugas Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat Surat Tugas 

Senin, 
19/03/2018 

Membuat surat laporan 
keadaan EWS kepada BPBD 

Provinsi 

Bpk.Rahman Dapat mengetahui cara 
membuat surat laporan 

keadaan EWS kepada 

BPBD Provinsi 

Selasa, 
20/03/2018 

a. Membuat lembar kedua 
SPPD 

 

 

b. Berdiskusi mengenai 
penyetoran PPh Pasal 22 

Bpk.Rahman 
 

 

 

Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 
membuat lembar 

kedua SPPD 

Dapat mengetahui 

prosedur penyetoran 
PPh Pasal 22 

Rabu, 

21/03/2018 

Menjadi Operator 

Pembekalan Relawan 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

menjadi operator 
Pembekalan Relawan 

Kamis, 

22/03/2018 

Membuat Laporan Bencana Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat Laporan 

Bencana  

Jumat, 
23/03/2018 

Membuat Surat Tugas Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 
membuat Surat Tugas 
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(a) (b) (c) (d) 

Senin, 

26/03/2018 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 
Pakis 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat data 
penduduk KRB 

Selasa, 

27/03/2018 

Input data penduduk 

Kawasan Rawan Bencana di 

Pakis 

 
Berdiskusi mengenai 

Pelaporan PPh Pasal 22 

 

Bpk. Nanuk  

 

 

 
Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 

membuat data 

penduduk KRB 

 
Dapat mengetahui 

prosedur pelaporan 

PPh Pasal 22 

Rabu, 
28/03/2018 

Membuat Kwintansi 
Perjalanan Dinas 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 
membuat Kwintansi 

PD 

Kamis, 

29/03/2018 

Membuat Laporan Perjalanan 

Dinas 

Bpk. Nanuk Dapat mengetahui cara 

membuat Laporan 
Perjalanan Dinas 

Senin, 02/04/ 
2018 

Mengikuti Sosialisasi 
Tanggap Bencana Alam di 

Desa sumbersalak kec. 

Lodokombo 

Bpk. Nanuk Mengikuti Sosialisasi 
Tanggap Bencana 

Alam di Desa 

sumbersalak kec. 
Lodokombo 

Selasa, 

03/04/2018 

a. Membuat SPPD Dalam 

Daerah 

 
 

b. Berdiskusi mengenai 

pemungutan, perhitungan 

penyetoran dan pelaporan 

PPh pasal 22 pengadaan 

barang  

Bpk. Nanuk  

 

 
 

Ibu Ifa 

Dapat mengetahui cara 

membuat SPPD Dalam 

Daerah 
 

Dapat mengetahui 

prosedur pemungutan 
atas pengadaan PPh 

pasal 22 

Rabu, 04/04/ 

2018 

Membuat SPPD Dalam 

Daerah 

Bpk.Rahman Dapat mengetahui cara 

membuat SPPD Dalam 

Daerah 

Kamis, 
05/04/2018 

Mengimput Data Kawasan 
Rawan Bencana Desa 

Cempaka 

Ibu Ghina Dapat mengetahui cara 
membuat data 

penduduk KRB 

Jumat, 

06/04/2018 

Membuat Laporan Perjalanan 

Dinas 

Ibu Ghina  Dapat mengetahui cara 

membuat Laporan 

Perjalanan Dinas 

Sabtu, 09/04/ 

2018 

Membuat Surat Tentang 

Peringatan HKBN 

Ibu Ghina 

 

 

Dapat mengetahui cara 

Membuat Surat 
Tentang Peringatan 

HKBN 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data 

informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada 

pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini berupa dokumen Pemungutan PPh Pasal 22. 

Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal 

bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan 

kegiatan ini berupa informasi dari Bendahara BPBD Jember tentang prosedur 

pemungutan atas pengadaan barang berupa alat tulis  kantor pada BPBD Jember. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer diperoleh dari data-data 

terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang berupa Alat 

Tulis Kantor. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari pihak lain 

berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti 

buku perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

16/PMK.010/2016, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajang 

Penghasilan, dan internet. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktek Kerja Nyataini. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis melakukan wawancara 

kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember. 

f. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang 

terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-

data Wajib Pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan barang oleh 

Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

 

3.5    Daftar Pertanyaan Wawancara 

Nama Narasumber  : Ibu ifa (Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan)  

Tempat Wawancara: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember 

Topik Wawancara  :Terkait Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

Pengadaan Barang. 

Daftar Pertanyaan : 

a) Bagaimana proses untuk pengadaan barang yang dikenai PPh Pasal 22 ? 

b) Bagaimana Proses pemungutan  dan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan 

barang? 

c) Bagaimana prosedur penyetorannya PPh Pasal 22 atas pengadaan Barang? 

d) Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang? 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22  atas Pengadaan Barang maka dapat 

disimpulkan : 

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang 

berupa alat tulis kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember menggunakan With Holding Sytem, dimana pihak rekanan 

memberi wewenang kepada BPBD Jember untuk melakuka. perhitungan, 

pemungutan, Penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang ditanggung oleh 

PT Mitra Jaya Abadi. 

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang berupa alat 

tulis kantor di BPBD Jember sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Tentang 

Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat 

Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak yaitu pada saat melakukan pembayaran atas pengadaan barang tersebut 

dan sudah melakukan penyetoran sesuai pajak terutang. Penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPBD Jember 

menggunakan Surat Setoran Elektronik atau E-billing system dan membayar 

melalui kantor pos. 

3. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, Batas waktu pelaporan 

SPT Masa PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

80/PMK.03/2010 Tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, 

Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan 

Pembayaran Pajak yaitu paling lama 14 (empat belas)  hari setelah Masa 

Pajak berakhir. Namun BPBD Jember belum melakukan pelaporan SPT Masa 
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PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang berupa alat tulis kantor sesuai dengan 

tanggal yang ditentukan. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan penulis dari Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 

yang telah dilaksanakan di BPBD Jember, Penulis mengharapkan BPBD Jember 

untuk lebih meningkatkan ketaatannya dalam kewajiban perpajakan, khususnya 

dalam hal pelaporan agar sebaiknya tidak melewati batas waktu pelaporan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, supaya nantinya tidak akan dikenai sanksi 

administrasi atas keterlambatan pelaporan tersebut. 
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Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 5 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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 Lampiran 8 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 10 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja 

Nyata 
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Lampiran 11 Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 12 Bukti Pembayaran  
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Lampiran 13 Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 14 Cetakan Kode Billing 
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Lampiran 15 Surat Penerimaan Negara 
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Lampiran 16 Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber  : Ibu ifa (Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan)  

Tempat Wawancara: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember 

Topik Wawancara  :Terkait Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

Pengadaan Barang. 

Pewawancara  : Permisi Maaf sebelumnya bu, begini Bu saya ingin menanyakan   

beberapa hal terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 22 

Narasumber : Iya boleh silahkan 

Pewawancara : Jadi gini Bu, proses untuk pengadaan barang yang dikenai PPh 

Pasal 22 itu gimana ya Bu? 

Narasumber  : ini pengadaan barang apa mbak? 

Pewawancara : yang alat tulis kantor Bu 

Narasumber : jadi gini kita (BPBD) melakukan penawaran dulu dengan CV. 

Mitra Jaya Abadi atas pembelian Alat Tulis Kantor tersebut. Trus 

CV. Mitra Jaya Abadi mengajukan penawaran pada BPBD Jember 

dengan menyerahkan Rincian  Anggaran Biaya . lalu BPBD Jember 

menyetujui penawaran CV. Mitra Jaya Abadi dan menunjuk CV. 

Mitra Jaya Abadi sebagai rekanan untuk pembelian Alat Tulis 

Kantor sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja; 

 

Pewawancara : Proses pemungutanya gimana ya bu? 

Narasumber : pemungutannya itu dilakukan pada saat pembayaran pembelian 

alat tulis kantor. PPh Pasal 22 itu tarifnya sebesar 1,5%. Untuk 

menghitung PPh Pasal 22 harus nyari dulu DPP nya, mencari nilai 

DPP itu 100/110 x harga belinya. Setalah ketemu nilai DPP nya 
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baru dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22, jadi menghitung PPh 

Pasal 22 nya 1,5% x DPP. 

Pewawancara : kalau untuk penyetorannya gimana bu prosesnya? 

Narasumber : bendahara penerimaan yang membuat kode billing, nomor billing 

akan keluar dari aplikasi. Kemudian lembaran cetakan kode billing 

akan dicetak dan dibawa ke bank untuk di validasi dan dibayarkan 

pajaknya. Kemudian pihak bank akan menerbitkan surat 

penerimaan negara sebagai bukti bahwa BPBD telah melakukan 

penyetoran. 

Pewawancara : Setelah penyetoran selesai, prosedur pelaporannya bagaimana ya 

bu ? 

Narasumber : Iya setelah penyetoran dilakukan, mengisi SPT Masa dulu lalu 

melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jember namun 

saya belum melakukan pelaporan pajaknya untuk SPT masa Bulan 

ini. 

Pewawancara : Iya sudah bu Saya kira cukup bu, terimakasih atas waktunya. 

Narasumber : Iya, sama-sama. 
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Lampiran 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
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Lampiran 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
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Lampiran 19 PMK No 16/PMK.010/2016

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


88 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


89 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


90 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


91 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


92 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


95 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


96 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


97 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


98 
 

Lampiran 20 PMK No 80/PMK.03/2010

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


99 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


100 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


101 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


102 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	A cover
	BAB 0
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 5
	dapus
	Lampiran 1
	lampiran 2
	lampiran 3
	lampiran 4
	lampiran 5

